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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,”. 

(Q.S Al Insyirah: 5-6) 
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ABSTRAK 

PENERAPAN PRINSIP LEGAL DUE DILIGENCE DALAM TRANSAKSI 

JUAL BELI TANAH 

 
R.M SYARIF HIDAYATULLAH 

 

Legal due diligence (uji tuntas hukum) adalah pemeriksaan yang dilakukan 

konsultan hukum untuk memastikan suatu informasi atau fakta material terhadap 

tanah atau suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul terkait 

transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Legal due diligence (uji tuntas hukum) 

akan menyempurnakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak, negosiasi ini akan 

menjadi sempurna, adil dan imbang karena due diligence akan memberitau seluruh 

potensi resiko yang tersembunyi. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu: (1) 

Apakah prinsip legal due diligence penting untuk diterapkan dalam transaksi jual 

beli tanah dan (2) bagaimanakah pelaksanaan penerapan prinsip legal due diligence 

dalam transaksi jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan- 

bahan kepustakaan yang berupa literatur dan buku perundang-undangan. Jadi dari 

hasil penelitian Legal due diligence ini dapat mengurangi resiko yang dapat dilihat 

dari segala sisi secara menyeluruh atau potensi ekonomi maupun komersial atas 

transaksi yang dilakukan para pihak, legal due diligence ini akan mengambil poin- 

poin dalam negosiasi para pihak maka akan terungkap potensi resiko hukum 

maupun sebaliknya potensi komersial dari objek transaksi tersebut, Data yang 

digunakan legal due diligence mengenai tanah ini haruslah valid dan komprehensif. 

Dalam hal ini mencakup data dan informasi hukum, seluruh aspek penilaian dari 

harga tanah tersebut, dan Legal due diligence dalam jual beli tanah ada beberapa 

tahapan yaitu kunjungi lokasi tanah, meminta peta survei tanah, dapatkan pencarian 

resmi dan sertifikat tanah dari kantor badan pertanahan nasional, mengkonfirmasi 

identitas dan detail tentang penjual untuk meminimalisir permasalahan pada saat 

transaksi jual beli tanah nanti meliputi data yang digunakan legal due diligence 

mengenai tanah ini haruslah valid dan komprehensif yang mana transaksi itu harus 

dilakukan dengan itikad baik, menyelidiki dan mengevaluasi fakta dari tanah 

 

Kata Kunci: Legal due diligence, jual beli tanah, konsultan hukum 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan permukaan bumi yang amat sangat dibutuhkan 

manusia untuk melangsungkan kehidupan. Bertambahnya jumlah manusia 

yang tidak sebanding dengan luas lahan dibutuhkan peran serta dari negara 

untuk menciptakan ketertiban masyarakat di dalam masyarakat melalui 

aturan yang bersifat memaksa dalam bentuk tertulis, 

Tanah dan Masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat mulai dari 

kesejahteraan Masyarakat, perkembangan kehidupan dalam keluarga, dan 

juga kelompok. Tanpa adanya tanah kehidupan bumi ini dapat terhentikan 

karena secara tidak langsung seluruh makhluk hidup bergantung pada 

manfaat yang ada di tanah seperti tempat tinggal maupun lahan tanah yang 

dijadikan bisnis. 

Dengan banyak manfaat dari tanah tersebut, seringkali terjadinya 

sengketa tanah yang dilakukan baik individu, kelompok, organisasi, maupun 

negara. Sengketa tanah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih terkait 

kepemilikan, batas, atau hak atas tanah. Sengketa tanah bisa terjadi karena 

berbagai alasan seperti ketidakjelasan status tanah, kesalahan dalam 

pengukuran, dan lain-lain. 

Dalam sengketa tanah ini, ada mafia tanah yang merugikan banyak 

orang. Mafia tanah adalah kejahatan tanah baik perorangan maupun 

kelompok untuk merebut tanah milik orang lain secara illegal dan melanggar 
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hukum. Kegiatan yang dilakukan mafia tanah berupa memalsukan dokumen 

dengan melakukan kolusi bersama aparat negara agar dapat mengambil alih 

tanah yang ingin diambilnya, mafia tanah juga dapat merekayasa perkara 

melalui litigasi palsu agar mafia tersebut dapat mendapatkan kepemilikan atas 

tanah. 

Menurut Artikel Detik Sumbagsel, 1 Agustus 2023, Syahbana Prima 

dalam tulisannya yang berjudul Pria Di Palembang Ngaku Jadi Korban Mafia 

Tanah, Merugi Puluhan Juta Rupiah, menyatakan: 

“Contoh kasus yang dialami oleh pria yang Bernama Agus Nanto di 

kota Palembang yang menjadi korban mafia tanah yang dirugikan 

membeli tanah seluas 1500 meter senilai 80 juta dikawasan Tanjung 

Api-Api. Terjadi pada tahun 2019 agus berminat membeli tanah milik 

RA dan mengecek lokasi untuk memastikan keberadaan tanah tersebut. 

Yang diketahui surat tanah itu masih berupa SPH (surat pengakuan hak) 

dan belum ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM). Dan pada 

saat Agus hendak meningkatkan surat SPH menjadi SHM atas tanah 

yang sudah dibelinya, pada tahun 2020 menurut BPN surat SPH itu 

dinyatakan tidak sah (surat bodong). Meski merasa ditipu oleh RA, 

Agus yang sudah memaafkan RA kala itu memberikan waktu ke 

terlapor sejak 2020 hingga saat in agar dapat menyelesaikan atau 

mengembalikan kerugian yang dialami. Karena tidak ada itikad baik 

sehingga Agus membawa kasus ini ke ranah hukum, agar tidak ada 

orang lain yang menjadi korban selanjutnya”.
1
 

Dalam konteks sengketa tanah ini, untuk menghindari terjadinya 

sengketa tanah dapat melakukan proses legal due diligence sebelum 

melakukan transaksi jual maupun beli tanah. Legal due diligence (uji tuntas 

hukum) adalah pemeriksaan yang dilakukan konsultan hukum untuk 

memastikan suatu informasi atau fakta material terhadap tanah atau suatu 

 

1
 https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6852479/pria-di-palembang- 

ngaku-jadi-korban-mafia-tanah-merugi-puluhan-juta-rupiah. Diakses pada Tanggal 12 Oktober 
2023 

http://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6852479/pria-di-palembang-
http://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6852479/pria-di-palembang-
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kegiatan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul terkait transaksi 

yang dilakukan oleh para pihak. 

“Legal due diligence (uji tuntas hukum) akan menyempurnakan 

transaksi yang dilakukan oleh para pihak, negosiasi ini akan menjadi 

sempurna, adil dan imbang karena due diligence akan memberitau seluruh 

potensi resiko yang tersembunyi, hambatan maupun potensi komersial”.
2
 

Jual beli adalah suatu persetujuan antara pembeli dan penjual yang 

mana satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang dan pihak 

lainnya untuk membayar sesuai harga yang diperjanjikan terhadap barang 

tersebut. 

Berdasarkan pasal tersebut jual beli termasuk dalam perjanjian, syarat 

sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan sepakat bagi 

yang mengikat, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, klausal yang 

halal dan adanya suatu objek. Sepakat bagi yang mengikat dan kecakapan 

untuk melakukan perbuatan hukum termasuk kedalam syarat subjektif yang 

mana jika tidak memenuhi syarat perjanjiannya akan batal. Sedangkan klausal 

yang halal dan adanya suatu objek termasuk syarat objektif yang mana jika 

tidak memenuhi syarat perjanjiannya akan batal demi hukum. 

Perbuatan jual beli tanah yang dibuat suatu akta jual beli tanah 

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun demikian, 

akta jual beli tanah tersebut menurut hukum sepanjang tidak memenuhi 

 

 
 

2
 Rio Christiawan, 2020, Uji Tuntas Hukum: Legal Due Diligence, Sinar Grafika, 

Bandung, hlm .17. 
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syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

maka terhadap akta tersebut dapat terjadi kebatalan. 

B. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah 

mengenai Penerapan prinsip legal due diligence dalam transaksi jual beli 

tanah. Adapun penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan prinsip legal due diligence penting untuk diterapkan 

dalam transaksi jual beli tanah? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan prinsip legal due diligence 

 

dalam transaksi jual beli tanah? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Dalam skripsi ini penulis melakukan pembatasan masalah agar 

penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang telah dijabarkan. Oleh karena itu, ruang lingkup dari penelitian skripsi 

ini adalah bidang hukum perdata yang menitikberatkan pada penerapan 

prinsip legal due diligence dalam transaksi jual beli tanah. Selain itu, penulis 

juga akan membahas hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan 

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip legal due diligence penting dalam transaksi jual beli 

tanah. 

2. Pelaksanaan penerapan prinsip legal due diligence dalam transaksi jual 

beli tanah 
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D. Kerangka Konseptual 
 

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai 

suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk 

dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penulisan. Oleh karena itu 

dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan 

istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut. 

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, 

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 

telah terencana dan untuk mencapat tujuan kegiatan. 

2. “Legal due diligence adalah pemeriksaan yang dilakukan konsultan 

hukum untuk memastikan suatu informasi atau fakta material terhadap 

tanah atau suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang mungkin 

timbul terkait transaksi yang dilakukan oleh para pihak”.
3
 

3. “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan”.
4
 

4. “Tanah adalah bagian dari bumi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) 

UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari negara dapat diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun Bersama 

dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.
5
 

 

3
 Ibid. hlm 1 

4
 Salim, 2003, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 48 

5
 Urip Santoso, 2020, Hukum Agraria: Kajian Komprenhensif, Kencana, Jakarta. hlm. 

9. 
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E. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan 

yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah 

sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Metode penelitian 

memiliki peran penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini dalam menyusun skripsi menggunakan metode 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan 

berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan 

peraturan-peraturan. 

2. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data-data kepustakaan 

yang terdiri atas beberapa data yaitu sebagai berikut: 

1) Data hukum primer 

 

Data hukum primer yang diperoleh dari kitab undang- 

undang hukum perdata, peraturan perundang-undangan. 

2) Data hukum sekunder 

 

Data hukum sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal, hasil 

penelitian, artikel, karya ilmiah, buku-buku ilmiah yang 

menyangkut dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini. 

3) Data hukum tersier 
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Data hukum tersier memberikan penjelasan lanjut dari dari 

data hukum primer dan data hukum sekunder yang berupa sumber 

internet 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian 

atau studi. Teknik pengumpulan data ada dua yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data 

sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip 

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan adalah 

penelitian yang menggunakan data kepustakaan seperti 

Peraturan Perundang-undangan, buku, dokumen resmi, jurnal, 

dan hasil penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 

penelitian yang dilakukan secara langsung pada fakta di 

lapangan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui 

informasi, pendapat-pendapat dan responden yang ditemukan. 

Dalam Penulisan skripsi ini menggunakan teknik penelitian 

kepustakaan (Library Research) hal ini sejalan dengan jenis penelitian 

dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. 

4. Teknik Analisis Data 
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Untuk menyesuaikan analisis data dengan permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi ini, maka penelitian 

dalam skripsi ini dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan 

cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat 

yang teratur, logis. Hal itu bermanfaat untuk menjawab permasalahan 

yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian digunakan 

untuk menyimpulkan penelitian dalam skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan disusun dalam 4 (empat) bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi, latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka yang menyajikan pengertian legal due diligence 

 

dan tujuannya, pengertian jual beli tanah dan syarat sahnya. 

 

BAB III Pembahasan, yang berisikan pemaparan hasil penelitian yang 

menguraikan dan menganalisa masalah tentang apakah prinsip 

legal due diligence penting dalam transaksi jual beli tanah dan 

bagaimanakah proses pelaksanaan penerapan prinsip legal due 

diligence dalam transaksi jual beli tanah. 

BAB IV   Penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan 

dan saran 
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